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PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN,

perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA

DESA TAHUN 2016.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak

yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai

dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.
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6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang

selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut

RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk

periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

11. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan

untuk:

a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
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b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan

c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada

prinsip-prinsip:

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau

kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-

bedakan;

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang

kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan

c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan

dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis,

antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas,

serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c disusun berdasarkan:

a. kekerabatan Desa;

b. hamparan;

c. pola permukiman;

d. mata pencaharian; dan/atau

e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan

dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Pedoman

Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
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